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MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

Menimbang

Mengingat

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15

1.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, perlu menyusun Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tentang Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun

2015-2019;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi  Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
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29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nation Convention Againt Transnational Organized
Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4960);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang
Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Espacially Women and Children,
Sipplementing the United Nations Convention Againt
Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah,
Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama
Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana
Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution
and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-
hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan
Pornografi anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5330);
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7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4818);

10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan :

1. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang adalah dokumen yang memberi
arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan
kegiatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.



2016, N0.935

2.

(1)

(2)

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan
atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap
kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan
perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga
maupun dalam masyarakat.

Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA ORANG

Pasal 2

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, selanjutnya disebut RAN PTPPO,
bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang.

Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan

Tindak Pidana Perdagangan Orang melaksanakan
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pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Isi RAN PTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang kedalam klaster program sebagai
berikut :

a. pencegahan dan partisipasi anak, sebagai penanggung
jawab adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. rehabilitasi kesehatan, sebagai penanggung jawab
adalah Kementerian Kesehatan;

c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial,
sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Sosial,

d. pengembangan norma hukum, sebagai
penanggungjawab adalah Kementerian Hukum dan
HAM;

e. penegakan hukum, sebagai penanggungjawab adalah
POLRI;

f. koordinasi dan kerjasama, sebagai penanggungjawab

adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3
(1) RAN PTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disusun oleh Menteri bersama-sama
Kementerian/Lembaga terkait.
(2) RAN PTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
disusun sesuai dengan sistematika tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan
transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia
serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dalam pencegahan
dan penanganannya diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif
serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dan

semua pemangku kepentingan lainnya.

Fakta yang ada, korban terbanyak dari Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) adalah kelompok rentan, perempuan dan anak perempuan.
Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama
mengingat mayoritas buruh migran Indonesia merupakan perempuan

yang bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik.

Lebih lanjut, pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi
perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi TPPO, sejumlah
besar awak kapal menjadi korban perdagangan orang, serta munculnya
varian kasus baru yang menggunakan teknologi sebagai basis mekanisme
kejahatan, seperti prostitusi online yang memungkinkan pelaku menjerat
korban secara lintas negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kasus-
kasus TPPO kini telah menjangkau dan melibatkan berbagai pihak dari

perdesaan, perkotaan, sampai antar negara.
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Dampak utama TPPO adalah kerugian yang dialami oleh korban yang
tidak hanya berupa gangguan kesehatan, cacat fisik dan kematian,
terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual, tetapi juga gangguan
mental dan trauma berat. Kedua dampak tersebut pada akhirnya
berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya Indonesia dalam pencegahan dan penanganan TPPO
diapresiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan status
Tier 2. Ini artinya, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar
minimum The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), tetapi
berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan
standar-standar di dalam TVPA. Status ini telah diperoleh Indonesia
secara berturut-turut dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, dan 2015.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan
selama tahun 2015 mencatatkan beberapa capaian, antara lain tercatat
telah terbentuk 31 Gugus Tugas Provinsi dan 191 Gugus Tugas
Kabupaten/Kota. Upaya pencegahan lain, melalui pembentukan tim
kampanye anti perdagangan orang yang terbentuk sampai tingkat desa.
Meskipun demikian, Sub Gugus Tugas Pencegahan masih menghadapi
berbagai tantangan, antara lain belum semua kementerian/lembaga dan
daerah yang menganggarkan program pencegahan dan penanganan TPPO

melalui APBN/APBD.

Penegakan hukum terhadap para pelaku individual dan korporasi
TPPO mengalami kemajuan. Para penyidik dan penuntut umum sudah
menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Perkara TPPO berhasil dibongkar dan para pelaku
berhasil dijerat. Kepolisian Republik Indonesia mencatat dari 89 kasus
TPPO yang diselesaikan 58 kasus pada tahun 2015. Kejaksaan Agung
Republik Indoensia menerima 95 perkara dan telah diselesaikan 64
perkara, proses sidang 18 perkara, dan berkekuatan hukum (incraht) 16
perkara. Mahkamah Agung menangani 152 perkara dan telah diputus 104
perkara, di antaranya banding 20 perkara dan kasasi 7 perkara pada
tahun 2015. Walaupun sudah mengalami kemajuan dalam penegakan

hukum, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum masih menghadapi
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tantangan, karena sebagian besar tempat kejadian perkara di luar negeri.

Selain itu, aparat terlatih TPPO cepat dimutasi.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap
korban TPPO. Pemerintah memberikan layanan melalui 123 Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan
korban kekerasan, 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi, 247 P2TP2A Kabupaten/Kota,
dan 24 Citizen Services di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 1.060 Puskesmas mampu
tatalaksana kekerasan terhadap anak, 377 Puskesmas mampu
tatalaksana kekerasan terhadap perempuan, 25 rumah sakit rujukan bagi
TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan
Sosial Wanita (RPSW), sejumlah lembaga masyarakat, sejumlah lembaga

bantuan hukum, dan beberapa organisasi perempuan di tingkat desa.

Gugus Tugas melakukan Rapat Nasional Koordinasi Tahun 2015
guna menggali pengalaman terbaik, strategi, dan inovasi pencegahan
TPPO Dberbasis keluarga dan masyarakat. Rapat koordinasi ini
menghasilkan rekomendasi, antara lain mendorong masuknya isu TPPO
ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah, dalam RPJMD
maupun Renstra SKPD. Membantu dan memfasilitasi koordinasi dalam
pemulangan korban TPPO yang berasal dari negara lain dan ditemukan di
Indonesia seperti Warga Negara Myanmar, Thailand, Kamboja, dan

Vietnam.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pemberantasan TPPO
membutuhkan energi besar dalam bentuk komitmen dan sumber daya
dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan
media massa yang tersusun secara terencana dan berkelanjutan melalui
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang.
Pengertian

Peluang yang dimiliki oleh Gugus Tugas dalam melakukan
pencegahan dan penanganan TPPO, antara lain Undang-undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO) merupakan payung hukum khusus mengatur antara lain
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tentang perlindungan dan hak-hak korban, kewajiban negara, proses
hukum bagi pelaku dan sanksi pidana. Pemerintah juga menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009

tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebutkan
untuk mencapai sasaran, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak,
perempuan, dan kelompok marjinal adalah : memperkuat sistem
perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,
termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan
penindakan, antara lain melalui: a. peningkatan pemahaman pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan
serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi anak dan perempuan
dari berbagai tindak kekerasan; b. perlindungan hukum dan pengawasan
pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan
perempuan; dan c. peningkatan efektivitas layanan bagi anak dan
perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan

hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pada Buku II PRUMN 2015-2019 menegaskan untuk meningkatkan
perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk
tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah telah membentuk
dan memfungsikan lembaga-lembaga pelayanan, antara lain (a) 280 Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang
tersebar di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota; (b) 510 Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan 31 Polda; (c) 21 Pusat Krisis
Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah Vertikal/RSUD/RS Swasta;
(d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS POLRI; (e) 22 Rumah
Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 2 Rumah Perlindungan Sosial
Wanita (RPSW); (g) S035 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4); (h) 24 Citizen Service/Satgas Kementerian Luar Negeri
di perwakian RI di negara tujuan; (i) satu unit Pusat Krisis Pengaduan

oleh BNP2TKI; dan (j) Unit Pengaduan Masyarakat di Kementerian PP dan
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PA. Untuk penanganan perdagangan orang telah dibentuk Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat

dan di 31 provinsi serta 191 kabupaten/kota.

Tantangan yang dihadapi oleh Gugus Tugas adalah globalisasi

informasi, komunikasi, dan ekonomi dan sedangkan Sub Gugus Tugas

dalam pencegahan dan penanganan TPPO, yakni:

1.

Sub Gugus Tugas Pencegahan, menghadapi tantangan, antara lain:

a.

belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun
program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja

masing-masing untuk upaya pencegahan TPPO;

. masih terjadinya pemalsuan identitas dan dokumen calon tenaga

kerja walaupun sudah diberlakukan e-KTP yang berpotensi TPPO;

. belum  maksimalnya peran Sub-Sub Gugus Tugas di

Kementerian/Lembaga dalam melakukan tugasnya masing-masing;

dan

. belum maksimalnya upaya Sub Gugus Tugas dalam Sosialisasi dan

Advokasi pencegahan TPPO melalui jejaring masing-masing.

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, menghadapi tantangan, antara

lain:

a.

belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun
program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja

masing-masing untuk upaya penanganan korban TPPO;

.belum ada kepastian jaminan pembiayaan bagi korban TPPO

termasuk visum, dalam konteks BPJS Kesehatan karena BPJS
berbasis Kartu Anggota (banyak kasus TPPO yang tidak
mendapatkan akses pelayanan, sehingga menimbulkan

kebingungan siapa yang akan membiayai);

. masih ada kebijakan yang menolak korban TPPO, jika yang

bersangkutan bukan penduduk setempat; dan

. belum jelasnya alokasi anggaran di masing-masing daerah untuk

mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas terkait kesehatan.

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial,

menghadapi tantangan, antara lain:

a.

belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan
mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk

upaya penanganan korban TPPO;
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. masih terbatasnya jumlah rumah perlindungan yang berbasis trauma

healing dan pemberdayaan korban TPPO;

. terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan pekerja sosial;

. masih bervariasinya kebijakan terkait lamanya masa tinggal korban di

masing-masing Rumah Perlindungan di daerah; dan

. masih adanya kendala di dalam koordinasi antara bidang layanan

Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi kesehatan, khususnya bagi korban

yang tidak mempunyai kartu identitas atau BPJS.

4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, menghadapi tantangan,

antara lain:

a.

d.

e.

belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan
mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk

upaya pengembangan norma hukum TPPO;

. belum proaktif dalam melakukan review dan mengharmonisasikan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait TPPO;

. belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan restitusi (mengingat

secara garis besar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur
tentang restitusi);
belum adanya harmonisasi kebijakan terkait TPPO; dan

belum optimalnya koordinasi antar anggota sub gugus tugas.

5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, menghadapi tantangan, antara lain:

a.

belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun
program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja

masing-masing untuk upaya penanganan kasus TPPO;

. belum meratanya persepsi dan kapasitas Aparat Penegak Hukum

dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO;

. belum adanya mekanisme penetapan penyitaan terhadap aset

pelaku TPPO (jika pelaku tidak memberikan restitusi langsung);

.masih bervariasinya data korban TPPO menyebabkan sulitnya

Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjutinya; dan

. kurangnya kesadaran korban dan masyarakat untuk menjaga

barang bukti, sehingga kasus TPPO seringkali sulit diproses.

6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama, menghadapi tantangan, antara

lain:

a.

belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun
program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja

masing-masing untuk upaya koordinasi dan kerjasama TPPO;
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. seringkali rapat koordinasi antar Sub Gugus Tugas tidak dilakukan
secara rutin mengingat kesibukan masing-masing anggota sub
gugus tugas;

. pemulangan korban TPPO dari tempat tujuan atau transit masih
terkendala koordinasi dan biaya pemulangan korban;

.belum intensifnya kerjasama dengan negara tujuan (terutama
negara yang berada dalam Tier 3 dan Tier 2 Watch list yaitu Malaysia
dan kawasan Timur Tengah);

. belum optimalnya tindaklanjut MoU terkait TPPO yang telah
dilakukan antar provinsi dan antar negara; dan

. belum adanya sistem rujukan nasional yang dapat digunakan dalam

penanganan korban TPPO.
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-14-

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

A. Tuyjuan

RAN ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama

dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta

penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana

perdagangan orang.

B. Sasaran

A O o

Sasaran RAN ini adalah:

meningkatkan pencegahan TPPO;

meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO;
meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO;

meningkatkan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO;

meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO;

mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO dan
meningkatkan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  terkait
pencegahan dan penanganan TPPO;

meningkatkan penegakan hukum dalam penanganan korban dan penuntutan
terhadap pelaku TPPO;

meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di
tingkat nasional;

meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di

tingkat internasional;

10. meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara anggota gugus tugas.

C. Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam RAN ini adalah:

kesetaraan dan non diskriminasi, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku
bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal
dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

Keadilan, memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan

kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.
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3. Pemberdayaan, upaya penghapusan TPPO Ilebih berfokus pada
pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas
TPPO.

4. Partisipasi, mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya para
pekerja migran, sebagai partisipan aktif dalam menemukan solusi
konstruktif atas masalah TPPO.

5. Akuntabilitas, Pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan
mengayomi masyakarat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan
langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan TPPO serta dalam
pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas
dari kejahatan TPPO.

D. Strategi
Strategi yang digunakan dalam melaksanakan RAN ini adalah:

1. penyusunan kebijakan;

2. sosialisasi;

3. advokasi;

4. pendampingan,;

5.  sinkronisasi dan harmonisasi RPUMN/RPJMD, Renstra/Rentrada, dan RKP
serta peraturan perundang-undangan setiap Kementerian/Lembaga dan
daerah;

6. peningkatan kapasitas para penegak hukum, perencana, pelaksana,
auditor, dan legal drafter dalam bidang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang; dan

7. pemantauan dan evaluasi.
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BABTI
PROGRAM DAN KEGIATAN
A, Sub Gugus Tugas Penoegahan
PENARGGL
TUJURK | SASKRAN | INDIKATOR KEGIATAN PHGETCRARN NG JAWAR AN
i O R
( Y J 4 0 1 (Y

Pencegaban | Meningkatkan | 1 Jumah | Menyosun kebikan |2 ] 2 ! 2 KFPPA
an peicegalian Hebljakan | terkait dengan kebijakan | kebijakan | kebijakan | kebijaban | kebijakan
Penanganan | TPRO Teknis yang | pencegaban TFRO
TRRO disugun

untuk

Ay

upaya

pencegahin

0 Jumah | Melakukanpelathan | Lpaket | Dpaket |Dpabet | Dpaket | Dpaket | Kemendibud | Remendikbud
SOMyang | dan capactty buldng Remenlu
terlgth [ SDMda pennangk KPPA
unfuk | kepentingan lainnya
pencegahin
TPR)

3 Jumlah KE | Menyusun dan Upaket | Dpaket |Drakel | lpaket | Dpaket | Kemendibud | Remendikbud
aig mendiserninasiken KPPPA
disosun— { produkproduk IR Remenly
unfuk | danbahan promosi Ramirfo
Upaga | langa btk i media Remsos
prencegahan | cefak maupun media Kemenpar
TERD elektronik

g Jumbh e Membentukdan |Dpaket | Dpeket | Dpaket | Dpaket | Dpaket | Kemendikbud | Kemendikhud
Modelyang | mengembangkan KFRPA
dlissi model-model Rl
ntuk pencegahan Romirdo
paya emsos
pencegahan Remenpar
P0G b Membemtk  [Sdesa |Gdesa |Sdesa  [Sdem |Gk RPPRA
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ftghat Commaniy Wtch
nasknal i tngkat desa

¢ Mebennk  |Sdesa | Diks | Sdksa | Bdem | Dies RPPRA
Satgas TPRO)
tingkat desa
5 Soeialissl | Melakukan Gpov | W0prov | Dapeow | Tprev (3w | Remdkbud | Bareskiin
epada stsialisasikepada [ 4pov [ 10prov | (5pror [ Opov | Sprov | Kemdibud | Rejaksamn Agung

masyarakat | masparakat [ paket |lpaket |lpaket |lpaket | Ipaket | Kemdkbud | Remenly
fEntang tentany TPRO
TFRO)

B. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

PENANGGUNG ;
TAAN | SSORAN | DNDLKATR | KEGIOAN Sl T
) G O I VA A )

( Y d i B 6108 @ () (Y
Pencegahian | Neninghatkan | 1. Jumlh {8 Soslalisast dan - D0 |pev [Xpoe | Jpov |Kemenbes | Diktorat Bing
fan pelayanan Puskesmas | advokasi Resehatan
Penanganan | rehabiitas mampu pembentukan Dasar,

TPRO Keselatan bagi | totelaksana | Puskesmas Direktorat Bina
Koban TP | Keberasan | ooampu Resthatan
terhadap tafalaksana KiP/A Rujkan,
Peoempan | dan PPT/PRT I Pugdokbes ol
an Anak Rumah Sakit Arsawakol
(KEF/Ajdan | Rujuan Provinsi, (hsasiast RS
Pusat il 2 v Indonesia),
Pelwyanen | Puskemas sefiap Arsala hsosizsd
Terpadu Kab/Kota din | RS Diaerahy),
(PPT)/Pusat | RS PPT/PRT d Pets [Persitin
iy Kab/Kota RS Indaniesis),
Terpadu Arsal [Asosiast
(PKT) di RS RS Vertikal
alam Indoneste
penanganan
korhan
KtP/A,
fermasik
TPR)
b Koordmasidengan |+ | Wpov  (Qpov | Opov | Mpov  (Kemenkes | Sehoetariat sub
ejaringinstansi RS gas
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terkait KiP/A, tehabkes,
termasuk TPRO Dinektorat Bina
Hesehaten
Dasar,
Dinektorat Bina
Kesehatan
Rujikea,
Diektorat
Penmjamg
Mk,
Pusdokles Pol,
Arsawakol
(hsosiasi RS
Jiva Indonesal,
Arsara (Asosias
RS Daerah,
Pets [Persitun
B8 Indonesia,
Arsvl [Asosins
RS Vertel
Indonesi]

¢ Bmiektepadnd | - [Opor | Dpov (Vpo | Mpov | Remenkes | Selostariat sub
provins] unfuk gugs buges
EgUAtAn tehab kes,
mangjemen Direktorat Bina
program KEPJA, Hesehatan
teastk TEPO Dasar
Ditektost Bina
Resehatan
Rujike,
Direktoat
Penunjamg
Hedik,
Direktoat
Resehatan Rerja
(an Olahrags,
Pusdokkes Pol
Arsawakol
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(hsosiast RS
Jhwa Indonesia),
Arsarla [Asosizsi
RS Dagral),
Perst Persatuan
RS Indonesia),
Arsvi (Asosiast
S Vertikal
Indonesia)
2 Jumgh  |a Peningkatan Wpov |Wpov | Hpov | Mpov | Kemenkes Direktorat
TEDAgA kapasitas Nakes di Kesehatan
keschatan | RS unuk Anak, Divektorat
terlaih yang | pelayanan Kesehatan [ou,
fnagpu kesehatan bagi Diektorat Bina
menangani | korhan KEP/A, Kesehatan Jiva
korban termasuk TPRO
KiP/A, (b, Peningkatan Wpov | Wpov [Hpov | Mooy | Kemenkes Direktorat
termasuk kapasitas Nakes Kesehatan
TRROdi Pugkesmas Anak, Diektorat
Puskesmas | Mampu Resehatan Ihu,
an Tatalaksana unfuk Direktorat Bina
PPT/PRTdi | pelayenan Kesehatan Jiwa
Rumah Kesehatan bagi
Sakr korban KP4,
termasuk TPFO
¢, Peningkatan 0pov  [Dpov | Hprov | Mprov | Kemenkes BBPK Cilnadak,
kapasitas Nakes Diektorat Bina
sehagad konselor di Kesehatan Jiwa
fasyakes
terhadap kasus
TRPO) dan it
KiA/P.
. Peningkatan aprop [ 10prop [ 1aprop | 2prop | Kemenkes Sekretariat Sub
kapasitas Nakes d Gugus Tugas
Kantor Kesehatan Rehables
Pelabuhan (kP
el penanganan
TFR)
3 Jumlh {8 Penediaan Wpoy | 0prov | Dprov | Mprov | Kemenkes Direktorat Bina
TUEngan sarana prasaran Keschatan
khusus bierupa ruangan Rujukan,
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itk Kliusts itk Ditektorat
pelayanan pelayanan kasus Penunjang
kasus KEP(A | KtPYA dan TPRO Medik, Pemda
dan TPROE [ i RS Rujukan Prov Kb/ Kota
Fumah Frovinsi
Sakit
Rujukan
Proglist dan
entry poinl
b, Penyediaan Diektorat Bina
saranaprasarana Kesehatan
herupa ruangan Rujukan,
Khusts untuk Ditektorat
pelayanan kasus Penunjang
KtP/A dan TPPO Medk,
i Fasflitas Ditektorat
Kesehatan daerah Suvailance dan
entry point Karantin
kesthatan,
Pemda
Prow Kab Kota
4 Jumah  [a Pembuatan format 1 format Sekretariat Sub
Provinst pencatatan dan Gugus Tugas
yaig pelaparan di Rehabkes,
menlk SEIMA SATana [irektorat Bina
sistem pelayanan Kesehatan
pencatatan | esehatan Rujukan,
da Ditektorat Bin
pelaporan di Kesehatan
Rumah Diasir, Pustlatin
Sakt b. Pengembangan o (W0por | Wprov | Opov | Hpov | Kemenkes Seloetariat Sub
Rujukan Slster pencatatan Gugus Tugas
Prowingidan | dan pelaporan Rehabkes,
daershentry | kasus KEP/A dan FFT/PRT, Dinas
paint PR bagi sehuruh Kesehatan
provinsl termasik Prow Kab/Kota
daerah entry ot
¢, Peninghatan - | 10pov [ Wprov [ Dprov | Hpiov | Ketmenkes Sehtetariat Sub
keterampilan Gugus Tugas
tenaga terlatih Rehabkes
sehagal
penangauny javah

www.peraturan.go.id



_21-

2016, N0.935

program pegella
data dli fasilitas

pelayanan
keschatan
d. Tersedianya data bprop | 15prop | 2iprop | Mpop | Kemenkes Seloetariat Sub
tesintergrast KiP/A Gugus Tugas
dlan TPPO yang Rehabkes
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
5. Terselenggar & Menylapkan | format Kemenkes Sehretariat Sub
anya Money | format/kuesioner Gugus Tugas
terpadu terpadu manev Rehabhes,
penanganga | ferpadu Dinkes
it korhant pelaksanaan di Prow Kab/Kota
KtA/P tingkat provinsi
Ermasik dan kabupaten
TPRO b, Penyusunan Dprov | Bprov | Wpov | Mpov | Kemenkes Sekoetariat Sub
[aporan morey Gugus Tugas
terpadu Rehabkes,
pelaksanazn Dinkes
program i tngat FrowKab/ Kota
provintdan
kahupaten

www.peraturan.go.id
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C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial

PENANGGUNG .
TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KECGIATAN G AP JAWAB AL
D% | W6 | AT | MWE | D9
1) @ i) i BB M8 B8 (1 ()
Pencegahan | Meningkatkan | 1 Jumbh | Meoyediskan — [LRPSW [ LRPSW [IRPSW | IRPSW | 1RPSW | Kemensos Kermensos

dan pelayanan horbanyang | rumah
Penanganan | rehabiitasi mendapatka | perindungan | IRPSA | IRPSA |IRPSA |1RPSA |IRPSA
TR sosial bapd npclayanan | (RFTC,RPSA,  [Jakarts | Jakarta | Jakarts | Jakarts | Jakarta
borban TFRO RPSW diPusat, | 1BRPSA | 18RPSA [ 18RPSA | IBRPSA | 18RPSA
Frovinsi/Kabupate | Provingi/ | Provins | Prosinsi/ | Provini/ | Provins/
1 fFota Fab/Kats | Rab/Koa | RabyRota | Kab/Fota | KebyFomm

JRPIC |2RFIC 2RI |2RFIC | 2RPIC
pusat |pusat  [pusat  |pusat | pusat
JARPIC | 28RPTC | J2RPIC |36t | 40RPTC
sewadi | sewadi [sewadi |sewadi | sewadi
doerah | dagrah | daerah | daeah | daersh
BR3TRL | BROTK |BRITKI |BRITEL |BRITKI | Kemensos BVP2THI
Clracas | Ciracas | Ciracas | Clracas | Clraeas
Pusat | Pusat  [Pusat | Pusat | Pusat
16 18 It 18 18
BP3TR] di | BROTRI i | BRATKI i | BRITKLdi | BRATI i
Froy Prow Prov Frijf Proy
b Pengumpulan data | 12kl | 12keli {12kl |12kl |12kl | Kemensos | Kemenlu
asus WNT kothan
TPRO) dart gt
negerl
¢ Nemberkan 00%  [100% [100% [I00% [I00%  [Kemensas | Kemenl
pelayean dn
perlindungan bagi
korhan TPRO di
lugr negen
O Memfasiitesi | Dpaket |Dpaket |Dpaket | Dpaket | Lpakel | Kemensos | Kemenln
iliksian BAP
korhan TPRO di
Perwaklan Rl
3 fmmlh & Menerimarujukan | 100% [ 100% | 100% 100% | 100% |- Bareskim
[esnbaga dan melakukan Poli
yang rjuatt Koba - BNP2TEL
memberikan | b, Menambahjumlsh [ CPRD [ IPRL [UPRL [1PRL | 1ERL | Kemensos Kemenlu
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(elanan | sistem pelayanan
wargadi
Berwaldlan Rl non
cloen s
¢ Nelskukan DK J0KTP JSOKTE JSOKTP [ SOKTP | Kememsos | Kemensos
Relabilies Sosal | 26KTA | 319KA [38KTA | 460 KTA | S50 KT
Teadap ket (750 (730|790 [0 |7
Pergangan | KTKPH | KTRPHC | KTRPN | KTKPM | TRPM
Orang RTAH |KTASH (KT | KTATh | KTA 9%
00% [ L00% | l00% |10 | 100%
BNPZTH] | BNFITKD | BNFTKL | BNPITK] | BNPATKI
6. Nelakukan Giorgu/ | Zorgu/ |Moguf | Sorguf |40omg/ |Kememsos | Remensas
pendampingan | Pendampl | Pendampi | Pendampd | Pecclamp | Pendampi BNP2TH
Rasus fterkat — {ngBTP [ ngKTP {ngkTP | ngKTP | ngKTP
prosgs k)| Blorgu/ | Hogu/ | Boguf | Mg/ | Hogu/
et | Pendanpi | Pendaapl | Pendatngi | Pendanupi
ngkth | ngKTA [ngkTA | ngkTA |mghTA
Dorang | Norang | Dorang | Novan | B orang
KTKPM | KTKRW | KTEPM | KTKEM | KTKPM
3odumbh (s Menpelngearskan | Dkl [Thah Tkl (DRl [ Tkel | Bememsss | Kemensos
sumber pehthanbag | Jumlh | Jumlh | Jukh | Jumh | Jumsh
daya petugas peserta | peserta | peserta | pesert | peserta
MEIsia Bendammping, | S | Hog | Doy W (Do
yang erlath | pelayanan orten
TR0
b Menpcenggasakan | Lpsket | Dpabet | Dpsket | Dpaket | Dpeket |Kemensos | Bemenln
pelafiban
identitkesi korban
TPPO biagi pejabat
atau staf Remenlu
Veningkatkan |Jumlsh korhn |8 Memulanghan [y [Sorg  [Sog | Worg [ Do [Kemensos | Kemensos
pelayanan | yang borban daitempat. [ KTP - [KTP [KTP|RIP
pemulangan | dipulangkan ke | kejadian ke daeah
bagikoman | daerahesel | asal/darihiar |26 |90 | Mo | 4600
TR denganselamat | negerikelndonesla [KTA  [KTA (KA |KTA
Tiorgdl | T orgdi | TS0orgdi | T ongdf | T g
RPTC dan | RPTC dan | RFTC dan | RPIC dan | RPIC dan
Nibag [Nrborg (Niborg | Wrborg | Liborg
MMB |MB|PME|PMB | PMBT
100% J100% [100% [100% J100%  |Kemensos | Kemenl
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BNP2TEI
b, Menyedigkan | org  |Sog  [Hog  |Sog | Sorg | Kemensos Kemensas
pendampingan | KTP KTP KTP KTP KIP Kemenl Kemenl
hegi korban TPFO BNF2TH BNP2TH]
loorg |60 | 6oy | Mbo | 2600mg
KTA KTA KTA KTA KTA
Moy [2org | Worg | Mo | 2o
KTEFM | KTKPM [ KTKPM | KTKPM | KTKPM
100% 100% [100% [ 100% | 100%
Meningkatkan | I Jumlah  [2 Memberdan MW0org | 1500y (200 [200rg | 200 | Kemensog Kemensog
pelayanan korban yang | pelatihan KTP KTP KTP KTP KTP ENP2TE]
reintegrasi mendapatks | heteranplan bagi | S KTA | SHETA [ S%KTA | S%KTA | S%KTA
sosial bagt n banfuan korban TPRO 1 l ] 1 I
korban TPRO- | reintegras]

begiatan | keglatan | hegiatan | kepiatan | hegiatan

sl b Membenkan 00%  [100%  [100%  [100%  [100%  |Kemensos Kemensos
bantuan ussha | BNPZTK | BNP2TKD [BNP2TKI |BNP2TKI | BNP2THI BNP2THI
Kemandirian

¢ Banman PRSA | 7000rg | 1300y | 200 2oy [ 2800 | Kemensos Kemensos
KTP KTP KTP KIP KTP
0% 30% 0% 30% 0%
anak anak anak anak anak
2 Jumlah  [a Memfasilitasi 100%di [ 100%di [ 100%di | 100%d; | 100%di | Kemensos Kemensos

koban yang | pendampingan | RPIC RPIC RPIC  |RPTC | RPIC ENP2TEI
diterima 00% | 100%  100% | 100% | 100%

oleh BNPZTK | BNPZTKI | BNE2TED | ENPATR | BNPZTHI

[ingkungann

ya

b, Melakukan 30%anak | 30%anak | 30%anak | 30%anak | 30%anak | Kemensos Kemensos
sosialisasikepada 6500 | 1%00rp | 200 | 200 | 2500 Kemenlu
inasyarakat/pokia | KTP kTP kTP KTP KTP
entang TPRO. {300 [ oy | Dog | Do | Do

KTAdLS |KTAdi I8 [KTA 18 |KTAdiL8 | KTACi 18

RFSA  |RPSA  [RPSA  |RPSA | RPSA

| | | | l

kepiatan | hegiatan | kepiatan | kepiatan | kegiatan

00% | 100%  |100% | 100% | 100%

BNPITK | BNPZTKI | BNF2TEL | BNP2TK] | BNPZTKI

12kali- | 12kali- | 12kall- | 12kale | 12 halk

pokia  pokia  [poki  pokia | pok
frfiking | trafiking | trafiking | trallking | trafiking
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Dkall |2kl [Zkali | 2kal | 2kal
asistensi | asistensi [ asistensi | asistensi | asisfengl
(Prov/Kal | (Frov/Kab | (Prov/Kab | (Prov/Kal | (Frov/Kab
Kot | fHota] [ /Kota) | Kot | /Kota)
. Memfasilitasi | kli | kali 1 kali 1 kali lkai | Kemensos Kemensos
penyiapan Fan FGID FaD Fan Fan
keluarga/keluarga. | (Prov/Kab | (Prov/Kab | (Prov/Kab | (Prov/Kab | (Prov,Kab
penggant JRofa | fKota  [/Kofa | /Kota | /Kot
. Memfasilitasi KTAR |KTA[Z |KTAQ |KTAQ |KTA(2 | Kemensos Kemmensos
korban untuk | kall kali RPSA) | kali kall kali
kembali ke dunia | RPSA) RPSA)  [RPSA] | RFSA)
pendicikan 5000 5000 5000 5000 5000
(formalnan Leaflet ek | Leafletek | Leafletek | Leafletek | Leaflet ek
formal) semplar | | semplar | | semglar | | sempler | | semyplar /
Jkal |3kl | 3kal | dkali | 3kak
[Pokja  |(Pokja |[Polja |(Fokln | (Pukia
KTKPM) | KTKPM) | KTKPM) | KTKEM) | KTKPM)
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D. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
PENANGGUNG
TN | SASERAN | DDIKATOR | KEGATAN e Ve Jep | PSS
D5 | 006 | 2007 | N | A0
i @ J i o I (i ()
Penvegahan | Mewujudkan | 1 RUUKUNP | Pembabsan RUU | s Pergeseh ementerdan
dan Feraturan KUHP antara an RUU Hukeum dan
Penanganan | Perundang- Penerintah dan DPR KUKP HAM
TPFO neangan Menjad
yang terkait U KUHP
denganTRRO | 2, Merupakan | Rapat Penetapa | xx hi b b Kementerian
Pelaksanazn | Pengharmonisasian, | nRPP Huloum dan
dari Pasal 25 | pembulatan, dan | tentang HAM
ayat {2 dan | pemantapan konsepsi | Pedoman
Pasal 92 ayat | di Divektorat Jenderal | register
(4] Undang- | Peraturan Perundang. | Perkara
Undang IIidangan hnak
Nomor 11 menjacl
Tahun 2012 Fp
tentang
Statem
Peradilan
Pidana Angk.
RPP tenitang
Fedoman
Register
Perkara Anak
3. Merupakan | Rapat Penetapa | ¥ex hi b b Kementerian
pelaksansan | pengharmonisaslan, | n RPP Hukun dat
dari Pasal 71| pembulatan, dan -~ | tentang HAM
ayat (9], Pasal | pemantapan konsepst | Bentuk
Bapat (4| | dli Direktorat Jenderal | dlan Tata
Undang- | Peraturan Perundang- | Cara
Undang Undangan Pelaksang
Nofmor 11 an Fidana
Tahun 2012 bagl Anak
tentang st
St Tindaken
Peradilan yang
Pidana Anak. Dapat
RPP tentang Dikenaka
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Bentuk dan 1 Kepada

Tata Cara Anak

Pelaksanaan

Filana hagi

Anak serta

Tindaksan

yang Dapat

Dikenakan

epada Anzk

. Meupskan | Rapat Peietapa Remeteriat
pelaksenzan | pengharmonisastan, | nREP Hukum den
da Pasal 94 | pembulstan,  dat | bentang HAN

st (4] pemantapan Fonsepst | Tata Cora

Undang | di Direktorat Jenderal | Pelsksana

Unidang Peraturan Pernndang- | an

Nomor 11 | undangan, Koord-

Tahun 2012 nagl,

fentang Peman-

Slstenn faan,

Peradilan Evalugsi

Pitana Anak, (an

KPP tentang Pelaporan

Tta  Can

Pelaksanzan

Roartlingsi,

Pemantauan,

Fvaluasi dan

Pelagoran
. Sudsh Ditelapka Kementerian
ditefapkan PP 0 kPP Hukum dan
Moor 65 fentang HAN
Tahun 2015 Fedoman

tentang Pelaksana

Peloiman a Diversi

Pelaksanaan i

Diversi dan Petangai

Penaiganan ail Aok

Anak yang yang

helum helum

et 12 et

tehun 12 tahun

nenjadi
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Petaturan
Pemeninta
h
6. Sudsh Ditetapka Kementerian

ditetapkan 1 Peppres Hulum dan

Peraturan fentang HAM

Presiden Pendidika

Nomor 175 ndan

Taun 2014 Pelsifan

tetang Terpadu

Pendidikan Bagi

an Pelatihan Penegak

Tetpiad Bagt Hukum

Penegak dlan Pihak

Hukum dan Terkait

Pihak Terkait Mengenai

Mengenai Sistem

Sistem Peracllan

Peradilan Pidana

Pidana Anak Anak
fhejadi
Peraturan
Presiden

7. Serdang dalam | Rapat Fenyustnan

tahap rapat | Bahan Naskah

pengumpulan | Akademik RUU

bahanuniuk | tentang Tindakan

penyustnan | Penyiksaan dan

Naskah Perlakuan atan

Rkademik | Penghukuran lain

feftag yang ke, fidak

Tindakan | manusiawi, atau

Penyiksaan | metendahkan

dan martahat manusa di

Perlakuan | Badan Penelitaian dan

At Pengembangan HAM

Penghuluma

0 lain yang

Kejatn, tidak

maiista,

atau

netendahkan
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maitabat

Mmanusia

 Telahclator | Kotban  petdagangan i hi b i Kemeteran
dalamBAB | orang dat Hukutn dan
VIl Bagian | Penyelundupan HAN

Reempat | Manusia vang berads
fentang di Wiayah Indonesia
Penanganan | ditempatken di dalam
tethadap | Rumah [etensi
Korban Imigrasi oty o
Perdagangan | tempat lain yang di
Orang dan | tentukan,

Penye-
lundupan
Manusia Korban ~ perdagangan
dalam orang dan

Undang: | Penyelundupan

Undang | Manusia mepdaptkan
Nomor® | perlakukan  Mhusus
Tahun 2011 | yang betheda dengan

fetang Deteisi pada

Helmigrasian | umumeya

 Ratikesi Pengesahian Undang- | Rembukham | Kemenln
Asan Undang  Ratlikasi dokuen Bareskrim
Convention on | tentang Asem KPPPA

Trafficking in | Convention o
Persins, Trifficking in Persons,
Especially | Papecially Women and
Womenand | Children

Children
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E. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

PENANGGUNG )
TUUAN | SASIRAN | INDIKATOR | KEGIATAN SEGR Cani g | ELARSANA
Do | A6 | 007 | W | A9
i @ o] 4 [ 610 @ |0 (10 ()
Pencegabian | Meningkatkan |1 Jumlsh |1 Sosialisastbagl | 18pev  [10ptov | 2pev | 2peov | 2poov | Baseskein Kejaksaan
dan penegakan kasus TPRO | aparat penegak Agung
Penanganan | hokum bagl g fiukum
TPRO Kasis TPPO dfengani |2 Adwokasibagi  |Jpaket | dpeket [Jpaket | 3paket | dpaket | Bareshim Bareskrim
penegak pengabil Kejksaan
hukum keputusan i Agung
jajaran APH WA
3. Pelatihan bagt APH | 600 Calon | 430 Calon | 430 Calon | 430 Calon | 430 Calon | Baseskein Kejaksaan
Jaksa ek [daksa Jaksa [ daks Agung
Wprov [ 10poov [2poov | 2peov [ 2piov | Baoeskein Kejaksaan
[pecgen- Agung
dalitekns
Kejaksan)
4, Melakukan 50% 30% 0% 0% 0% Bareskrim Peradi
Fendampingan LPsK
kepada korban
dan keluarganya
5. Melakukan 0% 0% 0% 0% 0% Bareskrim Bareskrim
petindungan LP3K
terhadap saksi,
korhan, dan
keluarganya
6. Mempusunbahane | 3paket | dpaket  [Ipaket | Jpaket | Ipaket | Baeshrim Bareskrim
hahan KIE bagi Kejaksaan
AM Agung
M
7. Melakukan | | | 1 1 Bareskrim Bareskrim
kerjasama Kejksaan
ilateral dalam Agung
rangka WA
penanganan dan LFsK
pedindungan
sakel dan korban
Iintas Negara
8, Menyusun Jpaket | Jpaket | 3paket | 3paket | Ipaket | Baesksin Bartskeim
paniuan teknis Hejaksazn
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Yang tesponsive Agung
gender dan perdul A
perepar dan Remenlu
anak untuk AP
O Pembenuken  [4pov | Wpov |Bpov (o |3pov (Bareskim | Bareshim
Datgas
Fenanganan TER)
Jumkh | Meopumpulkandate | 100% [100% | 100%  (100% [ 100% | Baseskein Bareskrm
pelaku yang | terpilah pelaku dan Rejaksan
mendapat | korban TPRO Rgung
fkuman MA
[ien
Pemasy.
Perad
LPSK
il | Memhsiitasikoben [ 80% (80%  |A0% (80% &% |Baeskem | Kejsksaan
orhan yang. | untuk mendapathan Agung
mendapatka | restibus LPSK
i esttusi
o Jumlah | Melakokan W 3% 3% %%  |0% |Baeskim | Hejaksan
PETEIpasAIL | perampasan aset Agung
a4t pelaku | pelak TPRO
TPR) (individual dan
(individual | korporasi]
an
Korporas]
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F. 8ub Gugus Tugas Koordinasi dan Rerjasama

PENANGGUNG :
TN | SASRAN | INDKATOR | HEGHTAN Slall Y g | A
NG| W6 | Wy | NE | AN
1) Y 9 i BB M ®]n [0 (il
Peaceqabin | Terviptanys | 1 Jumbh [ Peoandatanganan (30U [ SMOU | SN [SMOU | SMoU | Kemenedwn | KPPPA,
] berjasema dan | NoUlantzr | Moll antar  Pemd Koordmator | Kemenaber,
Pesanganan | koardinsi peimeriniah | asal,  tansit, dan il Remendaget
TrRO s daersh [ fujuen Pemda (ase],
pemanghu tingkat fransit  dan
hepentingan | Provingt IE|
fingat 3 Jumlh (Penandatonganan | LMol (MU | IMGU DMl | TMGU KPR
nasional Kerisamma | Mol antar KL
antar K/l
Tewiptanya || Jumlah | Melakukan  negosiest | 10 poket | 0paket | 10 paket | 10pabet | 10paket | Kemenlu KEPPA Kemso
Kerjsarna e | pertenuan | dan espersn ok s, Bareskeinn,
koondinast bilateral, | dalam forum Kemenaker,
jang tegional dan | kerjasama  bilaferal BNP2THL,
(emangh nlatesal | regiona, i Inigas
kepentingan di | vang dhadinl | multlatera] fejaksaan
finghat Pemeiul Agung,
internasional | Indonesia Reinkumiam
O Jumah  [Melakukan negosiasi| | paket | lpaket |lpaket | lpaket |lpaket | HKemenlu KPPPA Kemso
il | dan erpersn ok 5
peyusinan | ddam ngka Keiefes,
dan menginisisi Bareskrim,
pentindingan | peanian  bilatera, Kemenaker,
perpnian | regional, (an BNP2THI,
internasional | mulblateral — terkait Rembukham
perindungan Korhan (Imigrasi,
o penanganen ejaksaan
kasus TPRO. Aqung,
Kemkumham
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(i, Sekretariat
PENANGGUNG .
T | SR | DR | AN ORGP g | A
D5 | W06 | 07 | WE | D19
( 2 J i BBl m 0 (1 (1]
Peicegalian | Meninghatkan | 1Jucnlah Rapat |8 Melokukan Bapat [22kal [22kal [22kal |22keli | 22kali | KPPRA KPPPA Keiso
dan koordinasi Roardimasi Koordinasi gefahun | sefahun | setahun | setahun | setahun i,
penanganan | wituk yangdi Nasional | tahun Retnenkes,
TPR) pelaksansan | fasdlitas skl Remkumham
qugus fugas b, Melakukan pkal | 20kal |2Dkali | 22kah | @Qkal | KPPRA Bareskrim,
Koordimasisub [ setebun | setahun | setaln | setabun | setahun Remenaker B
{Ugs fugas NPITH,
¢ Melakuknrapat [22kal [20kali [20%lh [22kad |20kali | KPPRA Hemhukham
oorcinas Knusus | setahun | setalun | setahun | setalun | setahun (nigras)
Rejahsaan
Agung, dll

Dumsh | Sosilissidan 2Lkl |21kl [2Dkal | 2lked |2lkeli [KPPPAdsn | Pemds
daeshyang | acvohasikepada | setabun | setahun |sethun | setahun | setbun | Kemendagi | Provinsi dan

dfasilast provinstdan Femda
itk kahupaten kofa ab/Rota
penbeniuken | b Membaslitasl  {20kab |2lkal |2lkal |2lkal |2lkai | KPPPAdan
dan penyusunan RAD | setahun | setahun | selahun | setahun | sefahun | Kemendagi
IENQUATAL (¢ MelskukanBinek 21kl [2lkali (21l |2lkek |21kl | KPPRAdGn
Qgustugas | teadapanggota | setehun | stahon | selbun | setahon | setahon | Remendagr

qgus fugas pusat

dan dserah

0. Melakukan plhali (2lkali |elkall [2lkal | 2lkai | KPPRAdan
coprty iy [ setebun | setahun | setabun | setebun | setahun | Kemendagi

bagl anggota

£lleus tugas

¢ Pemantwuandan [2lkali [ 2Dkall 21kl | 2lkak | 21hal

evaluasl setahun | setahun | setabun | setahun | setahun
Sdumh e Pemantauancan |Skel [ Skl |3kl | Skei [ Skel | KemenkoPMK | KPPPA Kemso
lporanyang | evaluasl dankPPRA |5,
iliusun peliksenzan Remenkes,

Gugus Tugas PP Kenfumhain

TRRO Bareskrim,
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b Peniusiian Lok [ Tdok  [Tdok  |Tdok  [Ddok  |KemenkoPME | KemenakerP

[sporan tahunan danKPPPA | NPZTHL,

pelsksanaan Hembukham

qUgus tugas (Imigeas),
Rejaksazn
Agung, dll

¢ Beusoen 2ok 2ok 2ok |24k | 2dok | KPPRA
laparan insideni

(ae TPRO
0 Publicasilaporan |lkal |lhali  [lhai |1kl | Lkai | KPPRA
Rakomas melalul
il grigstugasty
fficking arg
¢ Tenpusinan Tkt [pke [Tpkt  [Igkt [Lpkt [ KPPRA
haha KIE
4 Pesentase |2 Membentuk (% W | 2% | 3% | 40% |KPPRA KFPPA, Kemso
dataterkait | Kliing Data TPRO g
Pencegabian | didaench Remenkes,
dan Kemkumham
Fenangann Baseskrm,
TPRO di Kemenaker B
Froving NEATH,
Rembukham
(Imgras),
Hejekesaan
Agung, dl.
b Membangun 0 | 10% | 2% | 30% | 40% ([KPPRA
Sistem dan
iekaniste dafa
TFRO
¢ Nembasitasi /L | 0% | 1% | WR | W | 40% | KPPRA
dan dagrah dalam
pengumpulan cata
dan informast
Kasus-hasus TP
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